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PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Tli

p2201 oz )l alll oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara
Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:
Banong bin Laupe, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;
Hadijah binti Dg Pasabbi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,
sebagai Pemohon li;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar pada Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor

0175/Pdt.P/2018/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Penetapan. No .0175/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 5 Februari 1964 di Desa Ogoamas, Kecamatan
Sojol, Kabupaten Donggala namun tidak tercatat di dalam buku register
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah
memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan,
sedang yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah imam
Desa Ogoamas bernama Anwar, wali nikah adalah paman kandung
Pemohon Il yang bernama Dg Matorang, sedangkan yang menjadi saksi
nikah adalah Labeddu dan Ali dengan mahar sawah seluas 3 are tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon | adalah jejaka sedangkan
Pemohon |l adalah perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap
pernikahan mereka;

4. Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il melakukan isbat nikah untuk
memperoleh buku nikah antara Pemohon | dan Pemohon lI;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il telah hidup
bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Hasna binti Banong Umur 45 tahun,
lasalama binti Banong Umur 42 tahun, Harisa binti Banong Umur 37
Tahun, Muslimin bin Banong Umur 35 tahun, Suardi bin Banong umur 31
tahun;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutukan Kutipan Akta Nikah
untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akte

Kelahiran;

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No .0175/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat pemeriksaan perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar ketua
pengadilan Agama Tolitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan pemohon Il.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang

dilansungkan pada tanggal 5 Februari 1964, di Desa Ogoamas,

Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara
ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang
terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :
Hamsa bin Latuo, umur 64 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan

Baolan, Kabupaten Tolitoli;
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Saksi tersebut di persidangan mengaku sepupu Pemohon | telah
memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya
(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

e Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara islam pada tanggal
5 Februari 1964 di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten
Donggala;

e Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Ogoamas bernama Anwar

e Bahwa menjadi wali adalah paman kandung Pemohon Il bernama Dg
Matorang ;

e Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ada
dua orang saksi yaitu Labeddu dan Ali;

¢ Bahwa mahar nikah adalah sawah seluas 3 are di bayar tunai;

e Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka , dan
Pemohon Il berstatus perawan ;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab ataupun
hubungan sesusuan;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 5 orang anak;

e Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan Pemohon II
bercerai;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon | dan
Pemohon Il keluar dari agama Islam;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain
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yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
e Bahwa Pemohon | dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
e Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku
nikah dalam rangka kelengkapan administrasi kependudukan;
Saksi Kedua :
Hi. Badaruddin Laisi, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan

Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sepupu Pemohon | telah
memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya
(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

¢ Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

e Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara islam pada tanggal
5 Februari 1964 di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten
Donggala;

e Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Ogoamas bernama Anwar

e Bahwa menjadi wali adalah paman kandung Pemohon Il bernama Dg
Matorang ;

e Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ada
dua orang saksi yaitu Labeddu dan Ali;

e Bahwa mahar nikah adalah sawah seluas 3 are di bayar tunai;

e Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka , dan

Pemohon Il berstatus perawan ;
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e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab ataupun
hubungan sesusuan;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 5 orang anak;

e Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan Pemohon II
bercerai;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon | dan

Pemohon Il keluar dari agama Islam;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain

yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon | dan Pemohon li;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
e Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku
nikah dalam rangka kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang
pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya
memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada

di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu Kkali

Hal. 6 dari 13 Penetapan. No .0175/Pdt.P/2018/PA.Tli
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pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku Il edisi revisi
tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan
atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara
tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang
pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya
menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-
undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun
karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat
diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan
pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada
ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi
Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon | dengan
Pemohon 1) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan
akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para
Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara
langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya
kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan

Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan
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mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-
bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,
majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut :

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah
menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1964 di Desa
Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang menikahkan
Pemohon | dan Pemohon |l adalah adalah imam Desa Ogoamas
bernama Anwar, kemudian wali nikah Pemohon Il yaitu paman kandung
Pemohon Il bernama Dg Matorang sedangkan yang menjadi saksi nikah
adalah Labeddu dan Ali dengan mahar sawah seluas 3 are dibayar tunai;

e Bahwa ketika menikah Pemohon | status adalah jejaka sedangkan
Pemohon Il status adalah Perawan, serta setelah menikah belum pernah
bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il masih
tetap beragama Islam ;

e Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada
hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya
larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon | dengan
pemohon Il telah melakukan hubungan layaknya suami istri

(bakdaddukhul) dan telah dikarunia 5 orang anak;

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No .0175/Pdt.P/2018/PA.Tli
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¢ Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab
dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan
pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan
untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab gabulnya tersebut imam menikahkan
Pemohon | dan Pemohon Il dan dihadiri oleh wali pemohon Il serta 2 orang
saksi laki-laki yang agqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut
dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut
adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan
pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali
dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali
dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25
dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l didasari
oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat

dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
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syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab gabul, Pemohon | telah menyerahkan
mahar secara tunai kepada Pemohon II, fakta tersebut berarti telah sejalan
dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari
Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal
status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta
tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan
pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tidak
tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,
sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan
tersebut Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat nikah ini,
maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, Majelis

Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon | dan Pemohon I
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mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon |
dan Pemohon Il telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan
dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | ( Banong bin Laupe )
dengan Pemohon Il ( Hadijah binti Dg Pasabbi ) yang dilaksanakan
pada tanggal 5 Februari 1964 di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol,
Kabupaten Donggala;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

4. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
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perkara ini sejumlah Rp 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. oleh Drs. H. Abd.
Hamid Sanewing, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Syarif, S.HI dan
Arief Rahman, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Suwardi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon II;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Mubh. Syarif, S.HI Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH
Hakim Anggota ll,
ttd

Arief Rahman, SH,
Panitera Pengganti,

ttd
Suwardi, SH
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 140.000,-
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4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,-

5. Meterai :Rp. _ 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Usman Abu, S.Ag.
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